
PROVJNSI SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI PINRANG 
NOMOR SS' TAHUN 2023 

TENT ANG 

KEOUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN l<'UNGSI SERTA 
TATA KERJA SADAN PENANGGUU!.NOAN BENCANA DAERAH 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PINRANG, 

Menimbang . a. bahwa dalam rangka opumalisasi Sadan Penanggulangan 
Bencana Dacrah dalam menjalankan fungsi kordinasi, 
komando maupun pcla.ksana pcnanggulangan bencana 
dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang­ 
Undang Nomor 24 Tahun 2007 tcntang Penanggulangan 
Bencana, pcrlu membentuk Badan Penanggu!angan 
Bcncana Daerah; 

b. bahwa bcniasarkan pcrtimbangan scbagaimana dima.ksud 
dalam huruf a, pcrlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
F'tmgsi Scrta Tata Kerja Badan Pcnanggulangan Bencana 
Daerah; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pcmbentukan Daerah Tingkat JI di Sulawesi {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 l tentang 

Pcmbentukan Pcraturan Perundang-undangan tLembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
52341 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakh,r 
dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua at.as Undang-undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pcmbcntukan Pcraturan Pcrundang­ 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahnn Lembaran Negara Republik I Indonesia Nomor 6801); 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ape.ratur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tamba.han Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang 
Pemcrintahan Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpubhk Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kah terakhrr dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapen 
Peraturan Pemcrintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tcntang Crpta Kcrja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tcntang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambe.ban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana 
telah diubah bebcrapa kali tcrakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penet.apan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

6. Pcraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Pcrangkat Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 ten tang Pcrubo.han Atas Pcrnturan Pcmerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 t.entang Perangkat Daerah 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

7. Pcraturan Pcmerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 
ManaJemcn Pegawai Negen Sipil [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
scbagaimana telah drubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan at.as Pcraturan 
Pcmerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6477); 

8. Peraturan Menten Dalam Nege:ri Nomor 46 Tahun 2008 
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Pcnanggulangan Bcncana Oaerah; 

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tcntang 
Pcmbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Pinrang Daerah (Lcmbaran Daerah Tahun 2020 Nomor 6). 1 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan . PERATURAN BUPAT[ TENJ'ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FlJNGSI SER'TA TATA KERJA 
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA OAERAH 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

pada 

' 

Dalam Pcraturan ini, yang dimaksud dengan 
Daerah adalah Kabupaten Pinrang 
Bupati adalah Bupati Pinrang. 
Sekretans Daerah adalah Sekreteria Dacrah Kabupatcn Pinrang. 
Pemerintah Dacrah adalah Bupati scbagai unsur penyelenggara 
Pcmerintahan Daerah yang menurnpm pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
Sadan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Sadan Penanggulangan 
Bcncana Daerah Kabupaten Pinrang. 
Kepala Badan adalah Kepala Sadan Penanggulangan Bcncana Daerah 
Kabupatcn Pinrang. 
Sckrelaris adalah Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Pinrang. 
Unsur Pengarah adalah Unsur Pcngarah Sadan Pcnanggulangan Bencana 
Daerah Kabupaten Pinrang. 
Unsur Pelaksana adala.h Unsur Pelaksana Sadan Penanggulangan Bcncana 
Daerah Kabupatcn Pmrang. 
Bidang adalah Bidang pada Badan Penanggulangan Bcncana Daerah 
Kabupaten Pinrang. 
Subbagian adalah Suboogian po.da Badan Penanggulangan Bcncana Oaerah 
Kabupatcn Pinrang. 
Jabatan l<'ungsional adalah Kclompok Jabatan yang bensi Iungai dan rugas 
bcrkaitan dengan pelayanan fungsional yang bcrdasarkan pada keahlian 
dan kctcrampilan tcrtcntu. 
Jabatan Pelaksana adalah kclompok jabatan yang bcrisi fungsi dan tugas 
pelaksanaan kegi.atan pe\ayanan publik serta admimstrasi pcmcrintahan 
dan pcmbangunan 
Togas adalah ikhtisar dari fungsi dan ura.ian tugas. 
l<'ungsi ada.lah pckcrjaan yang mcrupakan pcnjabaran da.ri tugas. 
Urai.an tugas adalah papa.ran atau bcntangan atas scmua tugas jabatan 
yang mcrupakan upaya pokok yang dilakukan pcmegang jabatan. 
Kelompok Jabatan F\.mgsional adatah Kelompok Jabatan l<'ungsmnal 
Badan Pcnanggutangan Bcncana Dacrah Kabupaten Pmrang. 
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BAB II 
KEOUDUKAN 

Pa,aJ 2 
(I) Sadan Pcnanggulangan Bencana Dae rah berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati 
(2) Sadan Pcnanggulangan Bcncana Daerah dipimpin oleh Kepala Sadan secara 

ex--0/firio dijabat oleh Sckrctaris Daerah. 

BAB Ill 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pa,ai 3 
(1) Susunan Sruktur Orgamsasi Sadan Pcnanggulangan Bencana Daerah terdtn 

atas: 
a. kcpala badan; 
b. unsur pcngarah 
c. unsur pelaksana, terdiri atas; 

I. kepala pclaksana; 
2. sekrctaris, ten:liri atas; 

a) subbagian umum dan kcpcgawaian; 
b) subbagian percncanaan; 
c) sub bagian keuangan; 

3. bidang penccgahan dan kesiapsi.agaan; 
4. bidang kedaruratan dan logistik; 
5. bidang rchabilitasi dan rckonstruksi. 

d. Kelompok Jabatan Fungsacnal dan Pelaksana. 
(21 Bagan Strnktur Organisasi Badan Pcnanggulangan Bcncana Dacrah, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpillllhkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABlV 
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS 

Bagian Kcsatu 
Kcpala Baden 

Pasal 4 
(I) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin otch Kcpala Sadan yang 

mcmpunyai tugas membina den mcnyclcnggarakan kcgiatan dibidang 
pcmbinaan Penanggulangan Bcncana Dacrah berdasarkan kebqakan Bupati 
den Kctcnluan Peraturan Perundang-undangan 

(2) Dalam mclaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (I) Kcpala 
Badan mcnyclcnggarakan fungsi: 
a. perumusan dan pcnctapan kcbijakan pcnanggulangan bencana dan 

pcnanganan pcngungsi dcngan bcrtindak ccpal dan tcpat, cfckti( den 
efisren: 

b. pcngoordinasian pclaksanaan kcgiatan pcnanggulangan bcncana sccara t tcrcncana, tcrpadu dan mcnycluruh. 
J 
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(3) Uraian tugas Kcpala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mehputi; 
a. mcnetapkan pedom.nn dan pcngarahan tcrhadap usaha penanggulangan 

bencana 
b. yang mencalrup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabrlrtasi, 

sena rekonstruksr secara adil dan sctara; 
c mcnetapkan standarisasi serta kcbutuhan pcnyelenggaraan 

penanggulangan bcncana berdasarkan peraturan perundang-undangan; 
d. mcnyusun, menctapkan, dan mcnginrormasikan peta rawan bencana; 
e. mcnyusun dan mcnctapkan proscdur tetap penanganan bcncana; 
f. mclaporkan penydenggaraan penanggulangan bcncana kcpada Kepala 

Dacrah sctiap bulan seka1i dalam kondisi normal dan setiap saat dalam 
kondis1 darurat bencana kcpada Bupati; 

g. mcngendalikan pcngumputan dan penyaluran uang dan barang; 
h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari 

Anggaran Pcndapatan dan Belanja Dacrah; dan 
1. mclaksanakan kcwajiban lain sesuai dengan peraturan perundang­ 

undangan. 

Bagra.n Kcdua 
Unsur Pengarah 

Pasal 5 
(I) Unsur Pengarah adalah unsur yang beroda dibawah dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 
(2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (II mempunyai tugas 

memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan 
Bcncana Daerah dalam penanggulangan bencana. 

(3) Untuk menyelenggarakan rugee sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11, Unsur 
Pengarah Badan Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi: 
a. perumusan konsep kcbijakan pcnanggulangan bencana daerah; 
b. pemantauan; dan 
c. evaluasi dalam penyelenggarakan penanggulsngan bencana daerah. 

Bagian Kctiga 
Unsur Pelaksana 

Pasal 6 
(1) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang mempunyru tugas 

membantu Kepala Badan dalarn menyelenggarakan kegiatan penanggulangan 
bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat t.a.nggap darurat dan 
pascabencana. 

(2) Dalo.m melakeanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (11 Kepala 
Pelaksana mcnyelenggarakan rungsi: 
a. pengoordinasian dengan satuan perangkat daerah lainnya, instansr 

vertikal, lembaga usaha ata.u pihak lain yang diperlukan pada tahap 
prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana, 

b. pengkomandoan unsur pelaksana Badan Penanggulangan Beneana 
Daerah dilalcsanakan melalui pengarahan SDM, Pcralatan, Logistik dari 
Pemngkat Oaerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Daerah; 

c. pdaksanaan Penanggulangan Bcncana duaksanakan secara terkoordinas1 
dan terintegrasr dengan Perangkat Daerah lainnya, inatansr vertikal yang 
ada di Daerah; dan I d. pelaksanaan tugas kcdinasan lain sesuai bidang tugasnya. 
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(3) Uraian lugas Kc:pala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat {]). 

mc:liputi : 
a. mc:nyusun rencana kc:giatan Badan sebagai pcdoman dalam pc:laksanaan 

tugae; 
b. mc:ndistribusikan dan membc:ri petumuk pelaksanaan tuga!> sehingga 

berjatan lancar; 
c. memantau, mengawasi dan mengc:valuasi pelaksanaan tugas dalo.m 

lingkungan Sadan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau mc:nandatangani 

naskah dinas, 
e. mc:ngikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
f. mengoordinasikan penyusunan program Badan dengan mengacu pada 

dokumen perencanaan Dac:rah. 
g. melaksanakan pertanggungjawaban dalam penceparan kinerja program 

Badan, dengan mcndrstribueikan pe\aksanaan tugas kepada bawahan 
sesuai dengan brdangnya. dan memberikan bunbingan, pernbmaan serta 
petunjuk pemeca.ha.n pennasalahan. 

h. merumuskan kebijakan teknis inovasi bidang Penanggulangan Bencana 
berdasarkan kc:wenangan yang ada dan kondisi okjekuf di lapangan 
sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. 

i. menyelenggarakan urusan pelayanan umum dan memberikan 
rekomendasi dan atau perizinan bidang Penanggulangan Bencana. 

J· melaksana.kan pemantauan, pcngendalian, mc:ngevaluasi pc:laksanaan 
kegiatan pada tahun berjalan berdasarkan rencana, realisasi dalarn 
penyusunan program kegiatan tahun benkutnya. 

k. merumuskan perencanaan kebiJakan kc:rjasama penanggulangan bencana. 
I. merumuskan kebijakan pencega.han, kesiapsiagaan, kewaspedaan, 

kedaruratan, rehabrlitaai dan rekonstruksi pasca beocana. 
m. menyueun perencanaan pembangunan daerah yang memuat unsur-unsur 

kebijakan meogenai pc:nanggulangan bencana. 
n. melaksaoakan koordinasi dan konsultasi dengan lc:mbega pemerintah 

atau nonpemc:rintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungs1 Badan; 
o. menilaJ hasil kerja pegawai Aperatur Sipil Negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
p. menyusun laporan hasil pclaksanaan tugas Kepala Pelaksana dan 

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

q. meleksenajcan tugas kedinasan Jain yang diperintahkan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Kecmpat 
Sekretanal 

Pasal 7 

anggaran; 

pada ayat (I) dimaksud 

Sekrctariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu 
Kepala Pelaksana mengoordioasikan kegiatan pemberian pelayanan teknrs 
dan admmistrasi penyusunan pereocanaan program, kegiatan, anggaran, 
pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkuogan 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 
Dalam melaksanakan tugas sebegaimana 
Sekrctaris menyclenggarakan fungsi: 
a. peogoordinasian pelo.ksannan tugas dalam lingkungan Sekn:tariat; 
b. pengoordinasian pen::ncanaan penyusunan program kegiatan 

(II 

121 
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c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian; 
d. pengoordinasian pengclolao.n administrasi keuangan; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olch Kepala Pclaksana Badan 

Pcnanggulangan Bencana Daerah yang berkaitan dengan tugasnya. 
(3) Uraian tugas Sekretaris scbagaimana dimaksud pa.de ayat (IJ, mdiputi : 

a. menyusun rencana kegiatan Sckretariat sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas: 

b. mendietribuaikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mcngevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tugas; 

d. menyusun rancangan, mcngoreksi, memaraf dan/atau menandatangam 
naskah Dines; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Baden 

schingga lerwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan 
kegiatan; 

g. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, 
pengcndalian, dan evaluasi serta pelaporan kmerja dan pe\aporan 
keuangan Sadan; 

h. mengoordinasikan dan mclaksanakan pclayanan administrasi umum dan 
kcpcgawaian; 

i. mcngoordinasikan dan mclaksanakan pelayanan administrasi, 
pcngkajian dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh 
masing-masing btdang atau yang dilaksanakan dalam hngkup Sadan 
scsuat kcbutuhan pelaksanaan tugas; 

j. mengoordinasikan dan melaksanakan pclayanan ketateusahaan; 
k. mengoordinasikan dan mclaksanakan urusan rumah langga Badan; 
I. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan edminiatraar kcuangan; 
m. mengoordmasrkan dan mclaksanakan administrasr pengadaan, 

pemeliharaan dan penghapusan barang, 
n. mcngoordinasikan dan memfasilitasi administrasi kegiatan organisasi 

dan tatalaksana; 
o. mengoordinasikan dan mclaksanakan pengclolaan kearsipan; 
p. mengoordmasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan 

kcprotokolan; 
q. mcngoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pcngolahan, 

penyajian data dan informasr sen.a fas.ilitasi pelayanan lnformaar; 
r. mcnghimpun data scktoml yang dikclola oleh Perangkat Daerah; 
s. mclakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pcmerintah atau 

nonpemerintah, dalam rangka mcnyclenggarakan tugas dan fungsi; 
t. mcnilai kincrja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 
u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris scrta membcrikan 

saran pcrtimbangan kcpada atasan scbagai bahan perumusan kebijakan, •= v. mclakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan o\ch atasan, scsuai 
dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelo.ncaran pelaksanaan 

t tugas. 
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(I) Subbagian Perencanaan dipimpin olch Kepala Subbagian yang mcmpunyai 
tugas membantu Sekrctruis mengoortlinasikan kegmtan pengumpulan bahan 
dan mclakukan penyusunan percncanaan program kcgiatan, anggaran, 
penyajian data dan infonnasi, serta pcnyusunan laporan. 

(2) Uraian tugo.s Kcpala Subbagian sebagaimana drmeksud pada ayat (11, 
melipuu : 
a. mcnyusun rencana kcgiatun Subbagian Percncanaan sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 
b. mcndistnbusikan dan mcmbcri petunjuk pclaksanaan rugas schingga 

bcrjalan lancar; 
c. memantau, mcngawasi dan mcngcvaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Subbagian Perencanaan untuk mengctahui perkembangan 
pelaksanaan tugas; 

d. mcnyusun rancnngan, mengorcksi, mcmaraf dan/atau menandatangam 
naskah dines; 

e. mcngilruti rapat sesuai dcngan bidang tugasnya; 
(. mcngoordinasiknn, mcnyiapkan bahan dan mclakukan penyusunan 

pcrencanaan program, kegiatan, dan anggaran; 
g. melalrukan penyusunan bahan Rencana Strategis (Renstra) Dmas; 
h. melalrukan penyusuno.n bahan Rencana Kinerja (Renja) dan Pcrjanjian 

Kinerja sebagai pedoman pelaksanaan lugas; 
i. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan cvaluasi kincrja; 
J- mcngumpulkan bahan dan menyusun Laporan Kinerja (Ll{J), LPPD, dan 

Laporan Kcterangan Pcrt.anggunmawaban Bupati; 
k. mclakukan koordinasi dan konsultasi dcngan Jembaga pemerintah atau 

nonpemcrintah, dalrun mngka pelaksanaan tugas dan fungsi; 
I. mcnilai hasil kcrja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai kctentuan 

peraturan perundang-undangan; 
m. menyusun laporan hasil pe\aksanaan tugas Subbagian Pcrencanaan dan 

mcmberikan saran pcrtimbangan kcpada atasan sebagai bahan 
perumusan kcbijakan; dan 

n. mclaksanakan tugas kedinasan lain yang dipcrintahkan olch atasan 
sesuai dcngan bidang tugasnya. 

Pa,aJ9 
(I) Subbo.giun Keuangan dipimpin oleh Kcpala Subbagian yang mempunyai 

tugas membantu Sekretaris mengoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan 
dan melakukan pengelolaan admrmstraei dan pelaporan kcuangan. 

(2) Umian tugas Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayal (!), 
sebagai berikul: 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian keuangan sebagai pedoman 

dalam pdaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi perunjuk pelaksanaan rugas sehmgga 

berjalan la.near, 
c. memantau, mengawasi dan mcngcvaluasi pelaksanaan tuga.s dalam 

lingkungan Subbagian kcuangan untuk mcngetahui perkcmbangan 
pclaksanaan tugas; 

d. mcnyusun rancangan, mcngoreksi, memaraf dan/atau menandatangam 
naskah dinas; 

c. mcngikuti rapet scsuai dcngan bsdang tugasnya; 
r. mcngumpulkan bahan, mcngoordinnsikan, rencana kcbuluhan g&Jl 

pegawai, dan rencana proycksi pendapatan scbagai bahan pcnyusunan I anggaran; 
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g. mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola adminislrasi kcuangan 
baden; 

h. melakukan vcrifikasi kclengkapan administmsi penatausahaan keuangan 
dinas; 

1. mengoordinasikan pdaksanaan akuntans.i pengcluaran dan penenmaan 
keuangan; 

J· menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan; 
k. menyusun rcalisasi perh1tungan anggaran; 
I. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan; 
m. mengumpu[kan bahan, mengoordinasikan dan mcnmdaklanjuti \aporan 

hasil pemeriksaan keuangan; 
n. melakukan koordinasi dan konsultas1 dcngan lembaga pemerint.ah at.au 

nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan rungsi; 
o. memlai hasrl kerja pegawer Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 
p. menyusun lapomn hasil pclaksanaan tugas Subbagian Keuangan dan 

memberikan saran pertimbangan kepada atuson scbagai bahan 
perumusan kcbijakan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 10 
(1) Subbagian umum, kepcgawaian dan hukum, dipimpin oleh Kepala 

Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretans mengoordmasikan 
kegiatan pengumpulan bahan clan melakukan urusan ketatausahaan, 
administrasi pengndaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusa.n 
rumah tangga eerta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum dalam 
lingkup Badan. 

(2) Urata.n tugas Kepala Subbagian sebagaimana drmaksud pada ayat (I), 
sebagai berikut: 
a. menyusun reneana kegiatan Subbagian umum, kepegawaian dan hukum 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga 

berjalan Jancar; 
c. memantau, mengawas1 dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Subbagian umum, kepegawaian dan hukum untuk 
mengetahui perkembangan pclaksa.naan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memamf dan/atau menandatangani 
naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
r. melakukan pengklasifikasian surat menurutjenisnya; 
g. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan 

keluar; 
h. melakukan pengelolaan arsip naskah dmas; 
1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan 

dan penghapusan barang; 
J. menyiapkan bahan dan menyusun administmsi pengadaan, 

pendratribusian, pemelihnraan, inventarisasi dan penghapusa.n barang; 
k. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta 

menyusun laporan barang inventaris; 
I. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan 

rumah tangga Badan Pcnanggulangan Bcncana Oaerah; 
m. mengoordinaerkan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian 1 data dan informasi serta fasllitasi pelayanan informasi; 
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n. mcmpersiapkan dan mengoordinasikan pclaksanaan rapat dinas, 

upacara bcndera, kehumasan, dan kcprotokolan; 
o. menyiapkan bahan, mcnghimpun dan mcngelola data kehadiran pegawai; 
p. mengoordinaaikan dan mcmfasilitasi administrasr surat tugas dan 

perjalanan dinas pegawai; 
q. mcnyinpkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan 

organisasi dan tatalaksana; 
r. menyiapkan bahan dan mengclola administrasi kepegawaian; 
s. menyusun rencana kc:butuhan pengembangan sumber daya msnusia di 

lingkungan Sadan, 
t. mcnyiapkan bahan perumusan kebijekan pcmbinaan, peningkatan 

kompctensi, disiplin dan kcscjahtcraan pegawai ncgeri sipil; 
u. menyiapkan bahan, mcnghimpun dan mengclola sretem informasi 

kepegawaian dan hukum; 
v. mcngumpulkan bahan, mcngoorchnasikan dan menindaklanjuti Lap:inm 

has!I pemcriksaan; 
w. mclakukan koordinasi dan konsultasi dengo.n Jemboga pemcrintah atau 

non pemerinlah, dalam rangka pclaksanaan tugas dan !ungsi; 
x. mcnilai hasd kcrja pegawer Apa.ratur Sipil Negara sesuai kctc:ntuan 

pcraturan pcnmdang-undangan; 
y. mcnyusun laporan hasrl pclaksanaan tugas Subbagian umum, 

kcpcgawaian dan hukum, scrta memberrkan saran pcrtimbangan kcpada 
atasan scbagai bahan pcrumusan kebjjakan; dan 

z. mclaksanakan tugas kedinasan lam yang dipcrintahkan olch atasan 
scsuai dcngan bidang tugasnya. 

Bagian Kclima 
Bidang Pcnccgahan dan Kcsiapsiagaan 

Pasal 11 
11) Bidang Pcnccgahan dan Kcsiapsiagaan dipimpin olch Kcpala Bidang yang 

mcmpunyai tugas mcmbantu Kcpala Pelaksana mclaksanak&n pcnyiapan 
kooniinasi, fasilitasi pcrumusan dan pclaksanaan kcbijakan cvaluasi scrte 
pclaporan pclaksanaan di Bidang Penccgahan dan Kesiapsiagaen. 

12) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (!), Kcpala 
Bidang Penccgahan dan Kesiapsiagaan mclaksanak&n fungsi: 
a. pcrumusan kebijakan uruso.n pcmcrintahan Bidang Penccgahan dan 

Kcsiapsiagaan; 
b. mclakukan evaluasi dan pelaporan urusan pemcnntahan Bidang 

Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 
c. mclakukan administrasi Bidang Pcnccgahan dan Kcsiapsiagaan: dan 
d. melakukan fungsi lain yang dibcrikan olch atasan tcrk&it tugas dan 

fungsmya. 
(31 Uraian tugas Kcpala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mcliputi: 

a. mcnyusun rencana kegiatan Bidang Penccgahan dan Kcsiapsiagaan 
scbagai pedcman dalam pclaksanaan tugas; 

b. mcndistribusikan dan mcmbcri pctunjuk pelak.sanaan tugas; 
c. mcmantau, mcngawasi dan mcngcva[uasi pclaksanaan tugas dalam 

lingkungan Bidang Pencegahan dan Kes1apsiagaan untuk mengetahui 
perkcmbangan pelaksanaan tugas: 

d. menyusun rancangan, mcngorcksi, mcmaraf dan/atau menandatangam ! nask&h Dinas; 
e. mengikuti rapat sesuai dcngan bidang tugasnya; 
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f. mc:lakukan pcnyusunan rcncana, program dan pelaksanaan penccgahan 
dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; 

g. mclakukan pcmbinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan 
program bidang pcncegahan dan kesiapsiagaan; 

h. merumuskan pedoman dan panduan pcngctahuan dan kesiapsiagaan 
terhadap risiko bencana; 

i. merumuskan sistem pcringatan dini bencana dan mit1gasi bencana; 
j. me\akukan pemantauan dan evaluasi program kcgiatan Bidang 

Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 
k. melakukan koordmasi dan konsultasi dengan lemboga pcmerintah dan 

nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 
I. menilai kinerja Ape.ratur Sipil Negara sesuai ketentuan Pcraturan 

Pcrundang-undangan; 
m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pcncegahan 

dan Kesiapsw.gaan scrta memberikan saran pertimbangan kepada atasan 
scbagai bahan pcrumusan kebijakan; dan 

n. melakukan tugas kedinasan la.in yang diperintahko.n oleh atasan, i,esuai 
dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 
tu gas. 

Bo.gian Keenam 
Bidang Kedo.ruratan dan Logistik 

Paso.I 12 
{I) Bidang Kedaruratan dan Log1stik dipimpm oleh Kepala Bidang yang 

mcmpunyai tugas mcmbantu Kepala Pclaksana melaksanakan penyiapan 
koon:linasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan evaluas.i eerta 
pelaporan pelaksanaan di Bidang Kedaruratan dan Logistik. 

!2) Dalam mclaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (l), Kepala 
Bidang Kedaruratan dan Logrstik melaksano.kan fungsi: 
a. perumusan kcbijakan urusan pemenntahan Bidang Kedo.ruratan dan 

Logistik; 
b. pelaksano.an evaluas1 dan pelaporan urusan pcmerintahan Bidang 

Kedaruratan dan Logistik; 
c. pelaksano.an admimatraai Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan 
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oteh atasan lcrkait tugas dan 

fungsinya. 
(3) Uraian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (I), meliputi . 

a. menyusun rcncana kcgiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai 
pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan da.n memberi pcrunjuk pclaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaks.anaan tugas do.lam 

lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik untuk mengetahui 
pcrkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengorcksi, mcmaraf dan/atau menandatangani 
naskah Dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
r. melakukan persiapan penetapan status keadaan darurat bencana; 
g. melakukan koordinasi, kcrjasama dan pengerahan sumber do.ya do.lam 

penyelam.atan dan evakuasi masyarakat korban bencana; 
h. melakukan, inventarisasi, 1dentifikasi dan pertindungan terhadap I kelompok rcntan korban bencana; 
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1. melakukan inventarisasi dan idcntifikasi cakupan lokasi dan jumlah 

korban bcncana; 
J. mclakukan pengkajian seca.ra cepat dan tepal tcrhadap lokasi, kerusakan 

dan kerugian terjadinya bencana; 
k. mclakukan inventarisasi, identiflkasi dan analisis gangguan pelayanan 

umum dan pcmcrintahan, 
I. melakukan fasihtasi penyediaan pangan, sandang, pelayanan kcschatan, 

psikososial serta penycdiaan tempat penampungan dan tcmpal hunian; 
m. melakukan fasilitasi pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitas1 bagi 

masyarakat korban bcncana; 
n. melakukan koordinasi dan konsultasi dcngan lembaga pemerintah dan 

nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan rungs1; 
o. menitar kinC'l)a Aperatur Sipil Negara scsuai ketenluan pcraturan 

perundang-undangan; 
p. mcnyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kedaruratan 

dan Logistik dan membcrikan saran pcrtimbangan kcpada atasan scbagai 
bahan perumusan kebijakan; dan 

q. melakukan tugas kcdinasan lain yang dipcrintahkan olch at.asan, sesuai 
dcngan bidang tugasnya untuk mcndukung kclancaran pclaksanaan 
tu gas. 

Bagran Kctujuh 
Bidang Rchabilit.asi dan Rckonstruksi 

Pasal 13 
(II Didang Rchabilitasi dan Rckonstruks1 dipimpin olch Kepala Bzdang yang 

mcmpunyai tugas mcmbantu Kcpala Pelaksana mclaksanakan penyiapan 
koordinas1, fasilitasi pcrumusan ciao pclaksanaan kcbijakan cvaluasi serta 
pclaporan pclaksanaan di Bidang Rchabilitasi dan Rekonstruksi. 

12) Dalam mclaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (!), Kepala 
Bidang Rchabilitasi dan Rckonstruksi mclaksanakan fungsi : 
a. pcrumusan kcbijakan urusan pcmcrintahan Bidang Rchabilitasi dan 

Rckonstruksi; 
b. pclaksanaan cvaluasi dan pelaporan urusan pcmcrintahan Biciaog 

Rehabihtasi dan Rckonstruksi; 
c. pclak:mnaan admimstmsi Bidang Rchabilitasi dan Rekonstruksi; dan 
d. pclaksanaan fungsi lo.in yang diberikan oleh atasan tcrkrut tugas ciao 

fungsmya. 
(3) Uraian tugas Kcpala Bidang scbagaimana dimaksud pada ayat (1). mcliputi: 

a. mcnyusun rcncana kegiatan Bidang Rchabihtasi dan Rckonstruksi sebagai 
pcdoman dala.m pclaksanaan tugas; 

b. mcndislribusikan dan mcmbcri pctunjuk pclaksanaan tugas; 
c. mcmantau, mcngawasi dan mcngcvaluasi pclaksanaan tugas daiam 

lingkungan Bidang Rchabilitasi dan Rckonstruksi untuk mcngctahut 
pcrkcmbangan pclaksanaan tugas; 

d. mcnyusun rancangan, mcngorcks1, mcmarar dan/atau mcnandatangani 
naskah Dinas; 

c. mcngikuti rapal sesuai dcngan bidang tugasnya; 
f. mcnyiapkan bahan pcrumusan bahan kcbijakan tcknis Bidang 

Rchabilitasi dan Rckonstruksi Pasca Bencana; 
g. mcrumuskan kajian kcbutuhan pcrbaikan dan pcmulihan pasca bencana; 
h mcrumuskan kebijakan dan dokumen normalisasi a1:1pck pcmcrintahan I dan kchidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana; 
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i. merumuskan kajian peningkal.an peranscna masyamkat da!am eegala 

aspek kehidupan bcnnasyarakat pada wuayah pasca bencana; 
j. merumuskan kebijakan penguatan komunitas yang terdampak bencana; 
k. merumuskan kebijakan pemberdayaan sosral ekonomi masyarakat pasca 

bcncana yang tenntegrasi dalam program pembangunan Daerah; 
l. memberikan dukungan atas pelaksanaan tugas 81dang Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi pasca bcncana; 
m. melakukan pcmbinaan pelaksanaan tugae di Bidang Rehab!litasi dan 

Rekonstruksi pasca bencana, 
n. menyelenggarakan koordinasr dan konsultasi dengan Jembaga pemcrintah 

dan nonpemenntah, daJam rangka pelaksanaan tugas dan Iungai: 
o. menilai kiner:1a Aparatur Sipil Negara sesuai kctentuan peraturan pcrundang-undangan; 
p menyusun lapomn hasil pclaksanaan tugas Kcpala Bidang Rehabilitasi 

dan Rekonstrukst dan mcmbcrikan saran perumbangan kepada atasan 
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai 
dengan bidang tugasnya unluk mendukung kelancaran pelaksanaan 
tugas. 

BABV 
KELOMPOK JABATAN FUNOSJONAL DAN PELAKSANA 

Pasal 14 
(I) Baden Penanggulangan Bencana Dae rah dapat membentuk sejumlah 

kelompok jabo.tan fungsional dan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan 
berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan F'ungs1onal den Pelaksana sebagrumana dimaksud dalam 
Pasal 14 melaksanukan tugas sesuai dengan bidang tenaga fungsional 
masing-masing berdasarkan ketentuan peracuran perundang-undangan dan 
berpedoman pada Sistem Kerja. 

(3) Oalam rangka mengefektilkan pelaksanaan tugas maka masing-masing 
kelompok jabo.tan fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 dapat membentuk Koordinator 

BABVI 
TATA KERJA 

Bagian Kesatu 
Pelaksanaan Tugas Dan F'ungsi 

Pasal 15 
(I) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Melaksankan tugas 

menerapkan pnnsip koordinasi, lntegrasi dan sinkromsasi. 
(2) Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

melaksanakan sistem pengcndalian intern di lingkungan masing-masing. 
(3) Pimpman Unsur Baden Penanggulangan Bencana Oaero.h bertanggungjawab 

memimpin dan mengoon:linasikan bawahan dan mcmberikan pengarahan 
serta petunjuk bagi pelaksa.naan tugas bawahan. 

(4) Pimpman Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam 
melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
satuan organisasi di bawahnya I 
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(5) Rapat koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah diadakan paling 

scdikit I (satu) kali dalam l (satu) Tahun atau sewaktu-waktu sesuar 
kcbutuhan. 

Bagian Kedua 
Pengendalian Dan Evaluasi, Scrta Pctapomn Dan Pengawasan 

Pasal 16 
(I) Kepala Sadan, Kcpala Peloksana, Sckrctaris, Kcpala Bidang, Kcpala 

Subbagian dalam lingkungan Sudan dalam melaksanakan tugasnya, 
melakukan pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinas1 
secara berkala dan/atau sesuru kebutuhan. 

(2) Kepala Sadan, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala B,dang, Kepala 
Subbagian, Pejabat Fungsronal. Pelaksana dan seluruh personil dalam 
lingkungan Badan wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta 
menyarnpaikan loporan :sccara berkala dan/alau seauar kebutuhan secara 
tepat waktu kepada atasan. 

(3) Kepala Sadan, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala 
Subbagian, dalam linglrungan Badan melaksanakan pengawasan sesuai 
ketentuan peraturan penmdang-undangan 

BAB VII 
ESELON DAN KEPEOAWAIAN 

Pasa.l 17 
(I) Kepala Pclaksana Baden Pcnanggulangan Bencana Daerah merupakan 

Jabaran Stn1ktural Eselon 11/b 
(2) Sekretans dan Kcpala Bidang pada Badan Pcnanggulangan Bcncana Daerah 

merupakan Jabatan Stroktural Eselon 111/b. 
(3) Kepala Subbagian pada Baden Penanggulangan Bcncana Daereh merupokan 

Jabatan Struktural Eselon JV /a. 

BAB VIII 
KETENTUAN PERALJHAN 

Pasa.l 18 
Pcjabo.1 Administrator, Pejabar Pcngawas dan Pcjabat Fungsicnal, Pada Baden 
Penanggulangan Bcncana Oaerah sesuai dengan Pcraturan Oaerah Kabupaten 
Pinrang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bcncana Oaerah Kabupaten Pinnmg (Serita Oaera.h Kabupalen 
Pinrang Tahun 2010 Nomor 2), tetap menjalankan tugas dan fungsinya aampai 
dengan dilantiknya pejabat berdasarkan Perani.ran Bupati ini. 

t 
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BABIX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 19 

Pcraturan Bupali ini mulai berlaku pada tanggal dnmdengkan. 

Agar seliap orang mengelahuinya, memerintahk.an pengundangan Pcraturan 
Bupati ini dcngan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Pinrang. 

Ditetapkan di Pinrang 
peda tanggal !',,. :.H,bt-r � t11 
BUPATI PINRANG, 

,t.:.N t�MID 

Diundang 
pada I.an 
SEKRETA S DAERAH KABUPATEN PINRANG, 

CALO 

SERITA DAERAH KA.BUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR <;.,; t 
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